
BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

PERATURAN BUPATl LAMPUNG SELATAN 

NOMOR ?l TAHUN2007 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN, PELESTARlAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT 
DAN LEMBAGA ADAT 

BUPATl LAMPUNG SELATAN 

Menimbang a.	 bahwa untuk. melaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung 
Selatan Nomor 15 Taboo 2006 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, 
Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat perlu diatur dengan 
Peranrran Bupati. 

b.	 babwa sehubuagen dengan maksud pada huruf a diatas dipandang 
perlu dltetapkan dengan Peraturan Bupati Lempung S.I..... 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1959, tentang Penetapen Uodang­
Undang Darurar Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Daturat 
Nornor 05 Taboo 1956, Undang-Undang Darurat NODlOT 06 Taboo 
1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II terrnasuk Kotapraja 
dalam llngkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang­
Undeng. 

2.	 Undang-Uadang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran NegaraNornor 4389). 

3.	 Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republjk Indonesia Tabun 2004 NomOI' 125 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ). 

4.	 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 
2005 tentang Perubahan etas Undang-Undang Nomor 32 Taboo 2004 
tentang Pemerin1llban Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nemer 38, Tambahan Lembaran Negara RepubHk 
Indonesia Nomor 4439 ), yang telah dltetapkan dengan Undaag­
Undang Nomor 08 Tabun 2005 (Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548 ). 

5.	 Peratunm Pemerintah Nomor 72 Tahun 1005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nornor 45g7 ) 

6.	 Perataran Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nornor 12 Tabun 2006 
Tentang Peraturan Desa dan Peraturan Daerab Kabupaten Lampung 
Scleten (Lembaran Daerah Kabupaten Lmnpung Selatan Nornor 12 
Tahun 2006). 

7.	 Peratunm. Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Taboo 2006 
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (l.embaran 
DaerahKahupaten Lampung Selatan Nomor 14 Taboo 2006). 

g.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lempung Selatan Nomor 15 Tabu. 2006 
tentang Pembenlayaan, Pelestarian, Pengembangen Adat-Istiadar dan 
Lembaga Adar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 15 Tahun 20(6). 
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MEMUTUSKAN
 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG 
PEMBERDAYAAN, PELESTARlAN, PENGEMBANGAN 
ADATISTIADATDAN LEMBAGAADAT 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pa,a11 

Dalam Peraturan Bupati in! yang dimaksud dengan : 

a	 Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah 

tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri betdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b.	 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang 

lain sebagai Baden Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Seta-tan. 

e.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan 

d.	 Pcraruran Bupati Lampung Selatan adalah peraruran yang mengatur tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat-stiadat dan 

Lembaga Adat. 

e.	 Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Larnpung Selatan 

1'.	 Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kahupaten Lampung Selatan. 

g.	 Desa atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihorrnati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesaruan Republik Indonesia. 

h.	 Adat istiadat, adalab seperangkat nilailnorma, kaidah, dan keyakinan sosial yang 

turnbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan 

masyarakat desa dan atau satuan masyarakat Iainnya serta yang masih dihayati 

dan dipelibara, sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang 

merupakan kebiasaan-kebiasaan kehidupan masyarakat setempat. 

1.	 Lernbaga Adnt adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk 

maupun secara sewajarnya telah twnbuh dan berkembang dalam masyarakat 

hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwewenang 

untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan 

berkaitan dengan dan mengaeu kepada adat-istiadat dan bukum ada! yang berlaku, 
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J.	 Pemberdayaan adalah. rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberndaan adat 

istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Lembaga Adat dapat lestari dan 

semakin kokoh, sehingga berperan positip dalam pembangunan nasional, dan 

berguna bagi masyarekat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan 

perkembangan jaman. 

k.	 Kelestarian adalah, suatu upayauntukmenjaga dan memelihara nilai-nilai budaya 

masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-rrilai etika, moral, dan adab yang 

merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan Lembaga 

Adat, agar supaya keberndaannya tetap hidup dan berlanjut. 

1.	 Pengembangan adaleh, suatu upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar 

adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat dapat 

berperan serta dalam pembangunan, sehingga rnampu meningkatkan perannya 

dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-pcrubahan sosial, budaya ekonomi 

yang sedang berlaku. 

ID.	 Wilayah adat adalah, suatu budaya dimana adat-istiadat itu tumbuh dan 

berkembang, sehingga menjadi penyanggah keberadaan adar-istiadat yang 

bersengkuran. 

n.	 Hak adat adalah, hak-hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumbcr-sumber 

daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki olch para warga rnasyaraket 

sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat, yang berdasazkan hukum adar, 

yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu. 

o.	 Hukum adar adalaa, hukum yang benar-benar hidup dalarn kesadaraan hati 

nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola soslal budaya yang 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaL 

BABJI 
TUJUAN DAN SASARAN 

P••aI2 

Terwujudnya pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat-istiadat dan Lembaga 

Adatdalam mempertahankan budaya dan atau tradisi masyarakat yang ada di desa. 

Pasal3 

(I) Peraturan Bupati ini dijadikan pedornan dalam pemberdayaan, pelestarian, 

pengembangan adat-istiadat dan lembaga edar sebagai tradisi masyarakar yang 

memberikan manfaat bagi pengembangan adat istiadat yang ada didesa. 

(2)	 Untuk menyatukan persepsi dalam pemberdayaan, pclestarian, pengembangan 

adar-istiadat dan lembaga adat di wilayah Kabupalen Lampung Selatan, tenuama 

dalam bidang kepariwisataan. 



BABlli
 
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
 

ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
 

Passl4 

(1)	 Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat 

dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga adat oleh : 

a.	 Bupati. 
b.	 Camat. 
e.	 Kepala Desa. 
d.	 Kepala Adat, Pemangku Adat, Petua-petua Adat dan Pemuka-pemuka Adat 

(2)	 Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat 

istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan 

berbagai kebijakan atau langkab-langkab yang berdaya-guna dan berhasil guna 

dengan berpedoman pada peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

(3)	 Guna menetapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat 

istiadat dan Lembaga Adat, Carnat, Kepala Desa berkewajiban mendorong dan 

memban1ll tersedianya sarana dan prasarana yang memadai begi terselenggaranya 

peran dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

Pa.alS 

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terbadap adat-istiadat dan lembaga 

adat diarabkan kepada : 

(1) Pembangunan	 manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembengunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidal 

bertentangan dengan lelentuan perundang-undangan yang borlaku. 

(2) Terwuiudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam	 upaya memperkaya 

budaya daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah budaya nasional. 

(3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menuniang nilai-nilai luhur dan beradab, 

sehingga marnpu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, 

yakni menerirna yang positifdan menolak yang negatif. 

(4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorcng peningkatan peran dan fungsi adat­

istiadat dan lembaga adat. dalam upaya : 

8.	 mcningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati 

diri dan kepribadian bangsa. 
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b.	 meningkarkan sikap kerja kerns, disiplin, bertanggungjawab, menghargai 

pr&si, berani bersaiug, dan mampu bekerjasama dalam rnemajukan 

kehidupan bermasyarakat. 

C. mendukung dan berpartisipssi dalam rengka menunjang kelancaran 

penyelenggaraan pemerintehan, pembangunan, dan pembinaan 

kemasyarakatan. 

Pasal6 

(I) Pemberdayaan. pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, 

diutamekan terhadap adat-istiadat yang masih ada, namun mengalami 

kemerosotan nilai-nilai ada! dan budaya. 

(2)	 Dalam melakukan petnberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan 

lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, barns mendnmng 

terciptanya : 

a.	 sikap demokratis, adil dan objektif di kalangan Aparat Pemerintah Daerah dan 

Desa masyarakat yang bersangkutan. 

h.	 keterbukaan terhadap pengaruh nilal-nilei budnya dacrch lain dart asing yang 

positif. 

c.	 integritas nasional yang semakin kokoh dengan Kebhinekaan Bangsa. 

BABIV 
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT 

Pasal? 

(I).	 Kedudukan Lembaga Adat adalah suatu wadab organisasi pennusyawarabanl 

pemufakatan Kepala Adat, Pemangku Adat. Petua-petua Adat dan Pimpinan 

Lembaga Adat lainnya yang berada diluar SUSUDafl organisasi pemerintahan 

Kabupaten, Kecamatan dan Dose. 

(2) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk : 

a.	 menarnpung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah, serta 

menyelesaikan bcrbagai perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan 

Adat-Istia<la!. 

b.	 memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dalaJn 

rangka memperkaya Budaya Daerah, serta memberdayakan masyarakat dalam 

rangka mennnjang penyelenggaraan pemerintaban., pelaksanaan pembangunan 

dan pembinaan kemasyarakatan. 
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c.	 menciptakan hubungan yang dcmokratis dan hannonis serta objektif antara 

Kepala Adat/Pemangku Adat/Petua-petua Adal dan Pimpinan Lembaga Adat 

lainnya dengan Aparat Pemerintah Daerah. 

(3). lila ada perbedaan pendapal antara Lembaga Ada! dengan Aparat Pernerintaban 

di Daerah, diselesaiken secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak berhasil 

diselesaikan, maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Wilayah dan 

Lembaga Adat yang Iebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat ada! setempat. 

(4).Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Lembaga 

Adat mempunyai fungsi melak.sanak.an kegiatan-kegiatan pendataan dalam 

rangka penyusunan kebijakan dan strategi untuk mendukung kelanearan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. 

BABV 
HAl(, WEWENANG DAN KEWAJIBAN 

Pasal8 

(1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk : 

a.	 mewakili masyarakat adar keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut 

kepentingan masyarakat adat. 

b.	 mengelola bak-hak adat atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat kearah yang lebih baik:. 

c.	 menyclesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut adat-istiadat sepanjang 

penyelesaiannya tidak berteruangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang bcrlaku. 

(2) Lembaga Adat berkewejiban untuk : 

a.	 membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak -hak adat dan 

harta kekayaan lembaga adat lainnya dengan tetap memperhatikan 

kepentingan masyarakat adat setempat. 

b.	 memelihara stabilitas nasional sehingga dapal memberikan peluang kepada 

pemerintah, terutama pemerintah desa untuk rnelaksanakan tugas-tugasnya 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 

pembangunan yang berkualitas serta pembinaan kepada masyarakat. 

c.	 menciptakan suasena yang dapat menjamin terpe1iharanya kebhinekaan 

masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan. 
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BAB VI
 
PEMBIAYAAN
 

Pasal9 

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat­

istiadat dan lembaga adat, Pemerintah Daerah menganggarkan dana melalui APBD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

BABVII 
PENUTUP 

PasallO 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 

pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasalll 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan l1ll
 

dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal \~ - \' _ 2007 

Hi. ZULKIFLI ANWAR 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggai )0- I! • 2007 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENLAMPUNGSELAT~~ 

()(vl--~.J 
Drs. Hi. R'flSDI MALIKI 
Pembina Utama Muda 
NIP. 010 079 089 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN 2007 NOMOR 

~.I\RAF KOOR!lJN~! !
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